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Penelitian dilakukan dalam rangka melakukan: |.identifikasi permasalahan hukum pembuktian dalam proses
penyelesaian perkara pidana terkait dengan keterangan saksi anak sebagaimana rumusan peraturan
perundangan-undangan, UU Nomor 8 Tahun 1981 serta Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981; 2. Melakukan
analisis atas permasal ahan hukum pembuktian secara khusus yang ditemukan dalam praktik peradilan di
Indonesia mengenai saksi anak; 3.Memberikan suatu pemikiran akademis dalam rangkarevisi UU Nomor 8
Tahun 1981 demi tercapainya suatu pembaruan hukum pembuktian mengenal kekuatan pembuktian
keterangan saksi anak dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pasal 171 huruf a UU Nomor 8 Tahun
1981 (KUHAP)menyatakan anak di bawah 15 tahun tidak berkompeten menjadi saksi, sehingga saksi yang
kurang umurnyadari 15 tahun tidak boleh memberi keterangan di bawah sumpah. Penjelasan Pasal 171
tersebut menyatakan saksi anak dapat dijadikan petunjuk. Adapun petunjuk yang dimaksud bukanlah alat
bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188, karena sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi
alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang sah yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188
ayat (2), yaitu aat bukti Keterangan Saksi; Surat; dan Keterangan Terdakwa. Keterangan saksi anak sendiri
tidak dilakukan di bawah sumpah, sehingga saksi anak tidak dianggap sebagai aat bukti keterangan saksi.
Secara maksimal keterangan anak hanya dapat menambah keyakinan hakim, jika ditunjang oleh alat bukti
yang sah lainnya. Di sisi lain, karakteristik tindak pidana yang menyangkut anak sendiri, sangat komplek.
Salah satu permasalahan, pelaku pidana terhadap anak kebanyakan adalah orang dekat, atau bahkan keluarga
atau lingkungan keluarga/ teman korban, sehingga tindak pidana terhadap anak jarang memiliki saksi lain
yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung. Dengan kata lain tidak ada alat
bukti saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung peristiwa pidana, sehingga saksi yang paling
berkompeten adalah anak itu sendiri. Akibatnya, putusan peradilan mengenai tindak pidana tersebut sangat
bergantung pada kredibilitas dan kemampuan anak sebagai saksi utama untuk memberikan keterangan yang
selengkap dan seakurat mungkin mengenai tindak pidanatersebut. Praktek pemeriksaan perkara pidana yang
melibatkan anak, memperlihatkan kenyataan adanya keadaan saksi anak yang kurang kompeten dan distabil,
karena traumatis akan pemeriksaan yang penuh tekanan serta intimidatif, sehingga akhirnya mengakibatkan
saksi anak mengundurkan diri ketika pemeriksaan sampai di tahap persidangan. Dari identifikasi di atasjelas
bahwa perlu diciptakan suatu prosedur penanganan perkara yang memberikan perhatian yang lebih
difokuskan pada perlindungan saksi korban terutama saksi anak, demi meningkatkan kompetensi serta
kekuatan pembuktian saksi anak.
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